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Dinas SDA Minta Gaji Operator Disamakan dengan
DLH

¢ Perbulan Dibayar Rp10,6 Juta

JAKARTA (Poskota) - Di-
nas Sumber Daya Air (SDA)
DKI Jakarta mengusulkan
ke DPRD DKl terkait kenai-
kan gaji operator alat berat.
Mereka meminta gajinya ha-
rus disamakan dengan upah
di Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) yang kini mencapai
Rp10,6 juta.

Pelaksana Tugas (Plt)
Kepala Dinas Sumber Daya
Air (SDA) DKI Jakarta, Ika
Agustin Ningrum menyam-
paikan hal tersebut dalam
pendalaman dan pemba-
hasan Rancangan Per-
aturan Daerah (Raperda)
APBD 2024,

"Kami sangat mema-
hami kondisi finansial di
DKI, tapi kaitannya oper-
ator pompa, operator alat
berat yang menjadi tulang
punggungnya Dinas SDA
mohon diprioritaskan," ka-
tanya, yang dikutip, Kamis
(12/10).

Dikatakan lka, fugas
sebagai operator alat be-
rat khususnya dengan
pengerukan pengerukan
sedimen terbilang berisiko
terkait keamanan dan ke-
selamatannya. "Kami an-
gkut lumpur yang biasan-
ya ke fasilitas pembuan-
gan lumpur atau 'confined

disposal facility' (CDF) di
Ancol," ujarnya.

lka pun membanding-
kan gaji operator alat be-
rat Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) DKI sebesar Rp10,6
juta, sedangkan operator
alat berat Dinas SDA DKI
hanya Rp5.3 juta per bu-
lan. Hal itu pun dinilai memi-
liki perbedaan yang cukup
besar karena anak buahn-
ya hanya mendapat seten-
gahnya.

Mendengar hal tersebut,
Ketua DPRD DKI Prasetio
Edi Marsudi menanyakan
adanya perbedaan antara
gaji operator alat berat pa-

dahal sama-sama di bawah
naungan pemerintah.

|ka menjawab lantaran
ada peraturan gubernur (per-
gub) tersendiri, "Ada per-
gub pak, dari Dinas LH me-
miliki pergub khusus kalau
bisa dinas SDA disamakan
saja,"” katanya.

Prasetio kemudian me-
nyarankan agar pergub itu
segera dicabut agar tidak
menimbulkan  kesulitan
ke depannya. "Kalau per-
lu cabut saja pergub buat
susah orang. Ini kan prior-
itas nih kalau beda antara
jenjangnya, itu kan masalah
loh," ujar Prasetio. (*/ifn)




